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PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Dth
o\ b\ Y, 7
15
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan
dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat
Nikah antara:

Yusuf Sampulawa bin Sinen Sampulawa, NIK.8105121010890001,
tempat / tanggal lahir Silohan,10 Oktober 1989,
agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa
Silohan, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten
Seram Bagian Timur, Maluku, Nomor HP.
08132448428, dalam hal ini menggunakan

domisili elektronik dengan alamat email

sampulawayusuf85@gmail.com, sebagai
Pemohon |;
Rahmatia Balengenge binti Imbran  Balengenge, NIK.

8105125207890001, tempat / tanggal lahir
Silohan, 12 Juli 1989, agama Islam, pendidikan
terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Desa Silohan, Kecamatan
Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur,
Maluku, Nomor HP. 08132448428, dalam hal
ini menggunakan domisili elektronik dengan

alamat email sampulawayusuf85@gmail.com,

sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;
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Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.
DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 17 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Dataran Hunimoa pada tanggal 20 Mei 2025 dengan register perkara Nomor

35/Pdt.P/2025/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2008, Pemohon | dan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Silohan,
Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang menikahkan
Pemohon | dan Pemohon Il adalah Imam Masjid Silohan bernama Hi. Abd.
Kadir Rumaday;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak sepupu kandung
Pemohon Il yang bernama Abdul Kadir Balengenge dengan saksi nikah
masing-masing bernama Dauda Gay dan Karim Lagu lagu, dengan mas
kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai
dan telah terjadi ijab gabul antara wali nikah dengan Pemohon | ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus bujang dan
Pemohon Il berstatus gadis;

4. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah
dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan
untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il tinggal di
Desa Silohan, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

a. Yusra Zakky Sampulawa, laki-laki;
b. Muhammad Asis Sampulawa, laki-laki;
c. Rajila'Y. Sampulawa, perempuan;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dan
selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai serta

tetap beragama Islam;
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7. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bula Barat, kabupaten Seram Bagian Timur;

8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdaftar di
Kantor Urusan Agama (KUA) karena factor ekonomi;

9. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan Penetapan Itsbat
Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, guna melengkapi

administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cqg. Majelis Hakim kiranya
dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Yusuf Sampulawa bin
Sinen Sampulawa) dengan Pemohon Il (Rahmatia Balengenge binti Imbran
Balengenge) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2008 di Desa Silohan,
Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il bermohon untuk berperkara secara
cuma-cuma dan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa telah mengabulkan dan
memberi izin Pemohon | dan Pemohon Il untuk berperkara secara cuma-cuma
berdasarkan Penetapan Ketua;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan
pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoa untuk masa pengumuman
selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini
disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama
Dataran Hunimoa sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah

hadir sendiri menghadap di persidangan;
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Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;
Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, para Pemohon telah
mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:
A. Bukti Surat
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8105123105140002, tanggal 29-07-2022.
Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti tersebut telah diberi materai dan cap
pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi
tanggal dan paraf serta tanda bukti (P);

B. Saksi;

Saksi 1, Mohdar Tamher bin M. Taib Tamher, umur 52 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Silohan,
Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para
Pemohon;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon II menikah di Desa Silohan,
Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal
12 Mei 2008;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Kakak
sepupu kandung Pemohon Il bernama Abdul Kadir Balengenge karena
ayah, kakek sudah meninggal dan tidak ada saudara laki-laki;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah Imam
Masjid Desa Silohan bernama Abd. Kadir Rumaday setelah mendapat
kuasa dari wali Pemohon Il dan terjadi ijab Kabul dengan Pemohon I;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah dua orang laki-laki bernama Dauda Gay dan Karim Lagu
Lagu;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon II berupa

Uang sejumlah Rp.100.000 di bayar tunai;
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- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon I
berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan
darah atau sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk
menikah;

- Bahwa para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain
selama pernikahan para Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il;

- Bahwa para Pemohon senantiasa hidup rukun dan tidak pernah bercerai
dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai anak;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku
Kutipan Akta Nikah;

Saksi 2, Abd. Salam Gani bin Ahmat Gani, umur 75 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Silohan,

Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para
Pemohon;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon II menikah di Desa Silohan,
Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal
12 Mei 2008;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Kakak
sepupu kandung Pemohon Il bernama Abdul Kadir Balengenge karena
ayah, kakek sudah meninggal dan tidak ada saudara laki-laki;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah Imam
Masjid Desa Silohan bernama Abd. Kadir Rumaday setelah mendapat
kuasa dari wali Pemohon Il dan terjadi ijab Kabul dengan Pemohon I;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah dua orang laki-laki bernama Dauda Gay dan Karim Lagu

Lagu;
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- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon II berupa
Uang sejumlah Rp.100.000 di bayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il
berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan
darah atau sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk
menikah;

- Bahwa para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain
selama pernikahan para Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il;

- Bahwa para Pemohon senantiasa hidup rukun dan tidak pernah bercerai
dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai anak;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku
Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan
mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan lItsbat Nikah para Pemohon telah
diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata
tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan lItsbat Nikah
tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon
didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon | dengan
Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Mei 2008 di

Desa Silohan, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan
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wali nikah adalah Kakak sepupu kandung Pemohon Il bernama Abdul Kadir
Balengenge karena ayah, kakek sudah meninggal dan tidak ada saudara
laki-laki dan dinikahkan oleh Imam Masjid Desa Silohan bernama Abd. Kadir
Rumaday setelah mendapat kuasa dari wali Pemohon Il, dengan maskawin
berupa Uang sejumlah Rp.100.000 di bayar tunai, dihadiri 2 orang saksi
bernama Dauda Gay dan Karim Lagu Lagu, saat menikah Pemohon | berstatus
jejaka dan Pemohon Il berstatus perawan, antara Pemohon | dan Pemohon I
tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon | dan Pemohon I
tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon | dan Pemohon I
membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan
untuk menguatkan haknya, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya
telah mengajukan bukti surat P (fotokopi Kartu Keluarga);

Menimbang, bahwa bukti P telah dibubuhi meterai sehingga memenuhi
maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil
sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan bahwa para Pemohon
merupakan Keluarga dengan kedudukan Pemohon | sebagai Kepala Rumah
Tangga, Pemohon Il sebagai Istri dan dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, para Pemohon
juga telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan
sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan
materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan
Pasal 309 R.Bg. yaitu para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah
memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan

secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi
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sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil
saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak
dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya
kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian
yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki
kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para
Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang
dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah
dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il pada
tanggal 12 Mei 2008 di Desa Silohan, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten
Seram Bagian Timur, dengan wali nikah adalah Kakak sepupu kandung
Pemohon Il bernama Abdul Kadir Balengenge karena ayah, kakek sudah
meninggal dan tidak ada saudara laki-laki, yang dinikahkan oleh Imam
Masjid Desa Silohan bernama Abd. Kadir Rumaday setelah mendapat
kuasa dari wali Pemohon Il dan telah terjadi ijab kabul, dengan maskawin
berupa Uang sejumlah Rp.100.000 di bayar tunai, dan dihadiri 2 orang
laki-laki sebagai saksi nikah bernama Dauda Gay dan Karim Lagu Lagu;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon II
berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
atau sesusuan atau semenda;

4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il;

5. Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai
serta telah dikaruniai anak;

6. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku

kutipan akta nikah;
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Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas dan petitum
tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat melalui
Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan para Pemohon tidak memiliki
kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan
selanjutnya para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (ltsbat Nikah);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan
bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan
tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa
perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari
ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa “Perkawinan yang sah menurut
agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan
para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai apakah perkawinan para
Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan
nikah yang diatur dalam hukum Islam dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah
sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai
berikut :

J sae Lﬁ&wj&ﬁ V) Y

Artinya : “tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi
yang adil”. (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa nash syar’i lain yang terkait, ditentukan bahwa rukun

perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang
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saksi, dan ijab Kabul. Hal ini dapat dilihat salah satunya dalam Kitab Al Igna’ juz

Il halaman 123, sebagai berikut :

Olaaldy GlBlall Ly A zads Aagly dme dwad Ay gl s

Artinya : rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijjab Kabul), calon istri, calon

suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga perlu mengetengahkan
ketentuan keabsahan kedudukan wali nikah sebagaimana dalam Kitab Al Bajuri

Juz Il halaman 105 sebagai berikut :
GO EY A3 ) el aad a8 ) g g L sl g W) el o B SN Al
ardl A (BRAY aall o QU EY) ) ol AW g U EY Cl a5 U EYN A5 AN
Jia 0} 9 Lagas JSI Gl (s Ad) o5 DU
Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah,
kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki
sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki
saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki

seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian

anaknya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana
fakta hukum Pemohon | (calon suami) dengan Pemohon Il (calon istri) telah
melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah, saksi nikah ada 2
(dua) orang laki-laki, maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun
perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai
Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019,

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon | telah menentukan
pemberian mahar kepada Pemohon Il sehingga Pemohon | telah menunaikan

kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il juga tidak ada
hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu para
Pemohon menikah masing-masing berstatus jejaka dan perawan serta para
Pemohon tidak pernah cerai. Berdasarkan fakta tersebut, para Pemohon tidak
ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai
dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para
Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk
keabsahan perkawinan para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa
perkawinan para telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak larangan untuk
melangsungkan perkawinan, maka Hakim memandang pengajuan itsbat nikah
tersebut oleh para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum. Oleh
karena itu, pengajuan pengesahan nikah oleh para Pemohon beralasan dengan
keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim menilai bahwa akibat hukum dari
pernikahan tidak tercatat tidak seharusnya dibebankan seterusnya kepada para
Pemohon karena merugikan bagi para Pemohon jika tidak ada kepastian
hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri. Oleh karena itu, demi azas
kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk anak
para Pemohon, maka permohonan pengesahan nikah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah
memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan
perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu, permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan
perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2008 di Desa Silohan,
Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dikabulkan dan
ditetapkan keabsahan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengemukakan ketentuan
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
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(2) yang mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula, ketentuan Pasal 2 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari
mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan
oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut atas ketentuan dimaksud dan
demi penyelenggaraan administrasi pencatatan pernikahan berdasarkan
ketentuan peraturan perundanga-undangan, maka Hakim memerintahkan para
Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Barat, yang mewilayahi tempat
tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat
Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui
DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Tahun 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.
MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Yusuf Sampulawa bin
Sinen Sampulawa) dengan Pemohon Il (Rahmatia Balengenge binti Imbran
Balengenge) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2008 di Desa Silohan,
Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;

3. Memerintahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan

Agama Dataran Hunimoa Tahun 2025.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan
Agama Dataran Hunimoa pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 Masehi
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bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Mahdys Syam, S.H.,
M.H. sebagai Hakim Tunggal (Izin Bersidang Hakim Tunggal berdasar Surat
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019
bertanggal 26 Maret 2019), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan
didampingi oleh Endang Mahulette, S.H.l., M.H. sebagai sebagai Panitera

Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,
ttd.
Mahdys Syam, S.H., M.H.
Panitera Sidang,
ttd.

Endang Mahulette, S.H.I., M.H
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